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       Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini sesuai jadwal. 
 Laporan PKL ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan 
akademik dalam menyelesaikan program studi S1 Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Laporan ini merupakan hasil dan 
kegiatan PKL yang penulis lakukan mulai bulan Juni 2015 sampai dengan 
Juli 2015 dibagian Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Cempaka Putih 
Jakarta. 
 Penyelesaian laporan ini terwujud atas bantuan dan bimbingan dari 
berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT atas hidayah, petunjuk, dan ridho-Nya telah diberikan 
kepada saya selaku praktikan; 
2. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan 
perhatian, doa, nasihat, dan dukungan moril maupun material; 
3. Drs. Dedi Purwana, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
4. Bapak Indra Pahala, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
5. Ibu Nuramalia Hasanah, SE., M.ak., selaku Ketua Program Studi S1 





6. Ibu Marsellisa Nindito, SE, M.Sc.Ak, CA selaku dosen pembimbing 
yang telah ngarahkan praktikan untuk menyelesaikan laporan PKL ini; 
7. Ibu Iis Latifah selaku Staf Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak 
Cempaka Putih Jakarta sekaligus pembimbing; 
8. Seluruh karyawan/karyawati Kantor Pelayanan Pajak Cempaka Putih 
Jakarta; 
9. Rekan-rekan mahasiswa S1 Akuntansi kelas Reguler A dan semua 
pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak 
memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan laporan PKL. 
 
 Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam 
pelaksanaan maupun penyusunan laporan PKL terdapat banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala 
kekurangan yang ada. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 
diharapkan dalam proses penyempurnaan. Akhir kata, semoga 
penyusunan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta 
bagi pembaca umumnya. 
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A. Latar Belakang PKL 
 Dalam era globalisasi seperti sekarang dan persaingan pasar bebas dari 
program Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), negara membutuhkan dana 
pembangunan yang besar untuk membiayai pembagunan yang berutujuan untuk 
mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta merata baik moril maupun 
spiritual dalam berbagai bidang. 
 Sebagai konsekuensi dari keadaan tersebut, maka diperlukan pembiayaan-
pembiayaan atau pengeluaran pemerintah, dan agar biaya-biaya tersebut terpenuhi, 
maka pemerintah untuk memperoleh penerimaan tersebut adalah dengan menggali 
sumber dana yang berasal dari negeri. Salah satu sumber keuangan negara yang 
potensial adalah penerimaan pajak, hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang 
Dasar Pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan Pungutan lainnya yang bersifat 
memaksa untuk keperluan Negara dan Undang-undang”, karena untuk membiayai 
pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan, salah satu yang dibutuhkan dan 
terpenting dalam pembangunan Negara ini adalah peran aktif para warga negara 
untuk ikut memberikan iuran kepada negara. Namun kenyataannya penerimaan 
pajak dari tahun ke tahun tidak pernah memenuhi target yang telah ditetapkan 
Direktur Jendral Pajak. 
 Sektor pajak merupakan salah satu instrument penting dalam penerimaan 





menjalankan roda pemerintahan, bukanlah hal yang mudah. Banyaknya kendala-
kendala yang dihadapi baik yang timbul dari masyarakat sebagai Wajib Pajak 
maupun pihak pemerintah sebagai pemungut pajak serta peraturan perundang-
undangannya. Kendala-kendala tersebut harus dihilangkan atau paling tidak 
dikurangi sehingga harapan semua pihak terhadap sektor pajak dapat terwujud. 
 Untuk mencapai hasil yang maksimal pemerintah melalui Direktorat Jendral 
Pajak (DJP) membentuk lembaga pendidikan yang mampu menciptakan Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di bidang perpajakan yang dapat 
memberikan kontribusi dari semua lapisan masyarakat. Dengan diadakanya 
perguruan tinggi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang salah satu 
caranya adalah bekerjasama dengan lembaga perpajakan, dimana salah satu 
kegiatannya adalah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang bertujuan 
untuk menyelaraskan teori yang di dapatkan mahasiswa di bangku perkuliahan 
dengan kegiatan yang sebenarnya terjadi di lapangan. 
 Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu institusi yang 
menyelenggarakan kegiatan pendidikan, memiliki tanggung jawab untuk 
menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan bertahan di dunia kerja.Sebelum 
mahasiswa benar-benar terjun dan bersaing, mahasiswa membutuhkan 
pengalaman yang dapat berguna di dunia kerja. Maka Fakultas Ekonomi Jurusan 
Akuntansi Universitas Negeri Jakarta mewajibkan kepada seluruh mahasiswa 
jenjang S1 Akuntansi untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sebagai salah 





 Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) memberikan kesempatan bagi 
mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama masa 
perkuliahan di dunia kerja yang nyata. Program ini juga berguna untuk melatih 
mahasiswa untuk beradaptasi sebagai calon lulusan memasuki dunia kerja, 
meningkatkan tanggung jawab serta disiplin, dan dapat mengetahui kemampuan 
apa saja yang dibutukan di dunia kerja. 
 Oleh karena itu, penempatan mahasiswa PKL di sebuah instansi yang 
berhubungan dengan akademik diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan 
kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah ke 
dalam praktik pelaksanaan di lapangan (dunia kerja), sehingga mahasiswa lebih 
memahami bidang perkerjaan yang ditekuni. Dalam hal ini praktikan 
melaksanakan PKL di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cempaka Putih. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan PKL adalah: 
a. Menyelesaikan Mata Kuliah PKL Program Studi S1 Akuntansi 
Universitas Negeri Jakarta; 
b. Memberikan kepada praktikan pengetahuan dan pengalaman yang 
didapat di dunia kerja yang sesungguhnya; 
c. Mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapatkan praktikan 
dibangku perkuliahan pada dunia kerja nyata; 
d. Memperoleh keterampilan yang didapatkan dari dunia kerja; 
e. Menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia yang 





f. Menambah pengalaman dan membandingkan aplikasi dari dunia nyata 
sesuai dengan teori yang sudah didapat selama proses belajar di 
bangku perkuliahan; 
g. Melatih kedisiplinan dan bertanggung jawab saat menghadapi suatu 
pekerjaan di dunia kerja nyata. 
 
C. Kegunaan PKL 
 Dalam program PKL ini mahasiswa diharapkan mendapatkan hasil yang 
positif dan bermanfaat bagi praktikan, perguruan tinggi, dan lembaga tempat 
praktik. Adapun manfaat PKL tersebut antara lain: 
1. Bagi praktikan 
a. Sebagai sarana untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan dalam 
dunia akuntansi dibidang perpajakan; 
b. Mempelajari perilaku dan keahlian baru serta mempelajari bentuk kerja 
secara tim; 
c. Melatih kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan 
suatu pekerjaan. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 
a. Menyempurnakan kurikulim sesuai dengan kebutuhan dunia kerja 
sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten dan siap 
bersaing di dunia kerja; 
b. Memberikan gambaran kepada mahasiswa terhadap dunia kerja 
sesungguhnya; 





3. Lembaga tempat praktik 
a. Menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga pendidikan perguruan 
tinggi; 
b. Mendapatkan keuntungan dan dapat terbantu dengan adanya praktikan; 
c. Mendapatkan hubungan kerjasama yang baik dari pihak-pihak yang 
terlibat. 
 
D. Tempat PKL 
 Praktikan melaksanakan PKL di Instansi/Lembaga Pemerintah. Berikut 
adalah data lembaga tempat pelaksanaan PKL dilakukan : 
Nama Instansi  : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cempaka Putih 
Alamat  : Jalan Kwini No.7 Senen, Jakarta Pusat 
Telepon  : (021) 3452357 / 3813478 
Email   : pengaduan@pajak.go.id 
Website  : www.pajak.go.id 
Praktikan memilih melaksanakan PKL di KPP Pratama Cempaka Putih 
sebagai tempat praktikan melaksanakan PKL karena praktikan ingin mengetahui 
lebih banyak tentang perlakukan bidang perpajakan di dalam Instansi 
Pemerintahan. Praktikan juga ingin menyesuaikan aktivitas pepajak yang 
sesungguhnya sehingga memberikan praktikan pengetahuan serta pelajaran 









E. Jadwal Waktu PKL 
Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan PKL adalah sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapan 
       Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai tempat 
instansi/perusahaan yang sesuai dan menerima PKL selama bulan juni. 
Setelah menemukan instansi/perusahaan yang sesuai praktikan meminta surat 
pengantar dari bagian akademik Fakultas Ekonomi untuk diberikan pada 
pihak BAAK UNJ. Setelah mendapatkan persetujuan dari bagian akademik 
Fakultas Ekonomi dan BAAK UNJ, praktikan mendapatkan surat pengantar 
PKL. Pengajuan tersebut dilakukan pada bulan mei 2015, surat pengantar 
tersebut diberikan pada bagian umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat 
namun harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan persetujuan.  
2. Tahap Pelaksanaan 
 Praktikan melaksanakan kegiatan PKL selama 42 (empat puluh dua) hari, 
terhitung sejak tanggal 4 juni s.d 31 juli 2015. Jam kerja mengikuti aturan 
yang diterapkan oleh KPP Pramata Cempaka Putih, setiap hari Senin s.d 
Jumat pukul 08.00 s.d 17.00 WIB. Dikarenakan praktikan melakukan praktik 
bertepatan pada bulan Ramadhan, sehingga jam kerja yang berlaku dimulai 
pukul 08.00 s.d 16.00 WIB. 
3. Tahap Pelaporan 
 Praktikan menyusun laporan PKL untuk memenuhi syarat kelulusan 
Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 





pelaporan PKL.Kemudian data-data tersebut diolah dan diserahkan sebagai 
laporan PKL.Praktikan mempersiapkan laporan PKL di mulai dari awal bulan 


























TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih merupakan instansi 
vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat.Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Cempaka Putih semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Cempak Putih. 
Kantor Pelayanan Pajak Cempaka Putih didirikan tanggal 31 Maret 2005  
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
No.245/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayan 
DIrektorat Jendral Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor 
Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayan Direktorat Jendral Pajak Jakarta I. 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cempaka Putih melaksanakan reformasi 
administrasi yang dikenal sebagai program modernisasi administrasi perpajakan. 
Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak KEP-172/PJ./2004 tanggal 29 
November 2005, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cempaka Putih yang 
menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) dan merupakan 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang pertama kali dibentuk dan beroperasi 
dalam rangka pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di lingkungan 







Reformasi pajak menurut Menteri Keuangan mencakup 5 elemen penting : 
a. Elemen pertama, melakukan amandemen Undang-undang Perpajakan, 
dimana Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan 
Undang-undang Pajak Penghasilan telah diundangkan dan segera menyusul 
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai – Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah (PPN – PPnBM). Amandemen tersebut disasarkan agar sistem 
perpajakan dapat semakin sesuai dengan kondisi ekonomi yang dinamis 
selama 10 tahun terakhir, sehungga sistem investasi jadi lebih kompetitif. 
Disamping itu amandemen Undang-undang Perpajakan menjanjikan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban fiskus dan Wajib Pajak. Dengan 
amandemen tersebut diharapkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak dapat 
meningkat. Dengan begitu akan meningkat pula jumlah penerimaan pajak. 
b. Elemen kedua, dari reformasi perpajakan adalah perbaikan proses bisnis dan 
prosedur kerja. Tujuannya adlah membangaun good and clean governanve, 
transparasi, efisiensi, serta akuntabilitas institusi beserta daya manusianya. 
c. Elemen ketiga, meliputi penerapan sistem informasi teknologi, serta 
modernisasi kantor pajak untuk mengurangi interaksi yang tidak perlu antara 
Wajib Pajak dan petugas pajak, serta membangun mekanisme chech and 
balance dalam proses kerja untuk menghindari potensi penyelewengan dan 
penyalahgunaan wewenang. 
d. Elemen keempat, adalah perbaikan kompetensi dan pendidikan sumber daya 





tanggungjawab, risiko, serta nilai prestasi yang wajar para pegawai Direktorat 
Jendral Pajak. 
e. Elemen kelima, adalah perubahan struktur organisasi dari semula berdasarkan 
jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi, menuju sistem administrasi pajak 
modern dari tingkat pusat hingga unit pelayanan paling bawah. 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih berlokasi di Jalan 
Kwini No.7 , Senen, Jakarta Pusat 10410 yang terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan 
masing-masing diperuntukan ruang sebagai berikut : 
Lantai I :  Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) 
   Seksi Pelayanan 
   Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
   Seksi Berkas 
Lantai II : Kepala KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih 
   Sub Bagian Umum 
   Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 
   Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 
   Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 
Lantai III : Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal 
   Kelompok Fungsional Pemeriksaan Pajak 
   Seksi Penagihan 
   Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 






 Adapun visi dan misi dari KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga yang merujuk 
pada visi dan misi DJP, yaitu : 
a. Visi  
“Menjadi institusi penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia 
Tenggara dan Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan 
menerapkan Undang-undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai 
penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.” 
b. Misi 
“Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan 
yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efesien.” 
 Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Direktorat Jendral Pajak pedoman 
pada nilai-nilai yang diterapkan di Kementerian Keuangan sebagai berikut : 
a. Integritas  
Berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta 
memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. 
b. Profesionalisme 
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan tanggung 
jawab dan komitmen yang tinggi. 
c. Sinergi 
Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif 







Memiliki layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang 
dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. 
e. Kesempurnaan 
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi 
dan memberikan yang terbaik. 
Nilai-nilai Kementerian Keuangan tersebut menjadi acuan perilaku bagi 
seluruh sumber daya manusia di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih dalam 
melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 
 
B. Struktur Organisasi  
 Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 
serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 
kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi sangat penting 
untuk terlaksananya fungsi pengorganisasian dengan baik, sebab dengan adanya 
struktur organisasi akan terlihat jelas tugas dan wewenang dari setiap bagain yang 
terdapat dalam hierarki organisasi dan ini akan memudahkan setiap karyawan 
untuk menjalankan tugas dan fungsinya. 
 Struktur organisasi di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih terdiri atas Kepala 
Kantor yang membawahi 1 (satu) Sub Bagian Umum, 9 (Sembilan) Seksi, serta 2 
(dua) Kelompok Fungsional Pemeriksaan (Lampiran 7). Adapun susunan 
organisasi dan deskripsi Kerja Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Cempaka 






a. Kepala KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih 
Mempunyai tugas  mengkoordinir tugas-tugas yang ada di KPP Pratama 
Jakarta Cempaka Putih sesuai dengan kebijakan, keputusan dan arahan dari 
Direktorat Jendral Pajak. 
b. Sub Bagian Umum 
Mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada pegawai dengan cara 
mengatur kegiatan tata usaha kepegawaian, kesekretariatan, keuangan, serta 
rumah tangga untuk menunjang kelancaran tugas KPP Pratama Jakarta 
Cempaka Putih. Pelaksanaan kegiatan rutin di Sub Bagian Umum terdiri dari : 
1) Kepegawaian; 
2) Rumah Tangga; 
3) Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji; 
4) Sekretaris.  
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
Memiliki tugas mengolah data penerimaan pajak, menyusun rencana 
penerimaan pajak berdasarkan potensi, perkembangan ekonomi dan keuangan, 
melakukan perekaman dokumen perpajakan, membuat laporan-laporan yang 
telah ditentukan, melaksanakan pemantauan pengoperasian aplikasi pada 
sistem jaringan komputer serta mendukung seksi lainnya dalam penyajian 
informasi perpajakan. 
d. Seksi Pelayanan 
Memiliki tugas memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yang 





Pelayanan Terpadu (TPT), menetapkan dan menerbitkan produk hukum 
perpajakan; mengadministrasikan dokumen dan berkar perpajakan, menerima 
dan mengolah surat pemberitahuan serta surat lainnya, penyuluhan 
perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak dan kerjasama perpajakan. 
e. Seksi Penagihan 
Memiliki tugas melakukan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan 
angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan pengapusan piutang pajak 
serta penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan. 
f. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal 
Memiliki tugas membuat rencana kegiatan pemeriksaan dan Kepatuhan 
Internal, menatausahan kegiatan dan hasil pemeriksaan pajak, melakukan 
pengawasan Kepatuhan Internal di lingkungan KPP Pratama Jakarta Cemapa 
Putih. 
g. Seksi Ekstensifikasi 
Memiliki tugas melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, 
melaksanakan himbauan pemenuhan kewajiban perpajakan atas Kegiatan 
Membangun Sendiri (KMS), melakukan validasi SSP PPH  PHTB serta 
pengamatan langsung di lapangan. 
h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV 
Mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemberian konsultasi atas 
hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak serta melakukan penggalian 





dibebankan kepada masing-masing Account Representativedalam wilayah 
kerjanya. 
i. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak 
Memiliki tugas melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang telah 
diusulkan Pemeriksaan oleh Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal baik 
itu berupa pemeiksaan SPT Lebih Bayar, Pemeriksaan Kriteria Seleksi, 
Pemeriksaan Khusus. 
  
Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih 
 Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih mencangkup 2 (dua) 
Kecamatan yang terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan. Berikut pembagian wilayah 
kerja berdasarkan Seksi Pengawasan dan Konsultasi : 
a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 
1) Kelurahan Cempaka Putih Barat 
2) Kelurahan Galur 
b. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 
1) Kelurahan Johar Baru 
2) Kelurahan Kampung Rawa 
c. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 
1) Kelurahan Rawasari 
2) Kelurahan Tanah Tinggi 
d. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 





C. Kegiatan Umum Instansi 
1. Tugas Pokok KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih 
 Dalam kedudukannya, KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih mempunyai 
tugas melaksanakan penyulihan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di 
bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung lainnya 
dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 
 
2. Fungsi KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih 
 Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih 
menyelenggarakan fungsinya antara lain : 
a. Mengumpulkan, mencari dan mengolah data, mengamati potensi 
perpajakan serta menyajikan informasi perpajakan; 
b. Menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan; 
c. Mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan; 
d. Menerima dan mengolah Surat Pemberitahuan (SPT), serta menerima 
surat lainnya. 
e. Melakukan penyuluhan perpajakan; 
f. Melaksanakan registrasi Wajib Pajak dan konsultasi perpajakan; 
g. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Wajib Pajak; 
h. Menatausahakan piutang pajak dan melaksanakan penagihan pajak; 
i. Melaksanakan pemeriksaan pajak; 
j. Mengawasi kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 





3. Kegiatan KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih 
a. Tempat Pelayanan Terpadu 
 Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah suatu tempat pelayanan 
perpajakan yang terintegrasi dengan sistem yang melekat pada Kantor 
Pelayanan Pajak dalam memberikan pelayanan perpajakan.Petugas TPT 
yang bertugas dikoordinasikan oleh Seksi Pelayanan. Jadwal pelayanan 
TPT sesuai jam kerja pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB. Masyarakat dapat 
mengurus semua tentang administrasi perpajakan langsung dengan 
mendatangi TPT di KPP Pratama Jakarata Cempaka Putih. Berikut 
pelayanan yang diberikan oleh TPT yaitu : 
1) Pembuatan atau pembetulan data Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP); 
2) Pengukuhan atau perubahan data Pengusaha Kena Pajak (PKP); 
3) Melapor atau memperbaiki laporan SPT PPh Tahunan dan SPT 
masa; 
4) Memberikan informasi jelas tentang apa saja yang dibutuhkan 
masyarakat terkait dengan urusan atau keperluan perpajakan. 
 
b. Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan 
 Tugas umum Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) adalah 
melakukan pengawasan dan konsultasi terhadap Wajib Pajak dalam hal 
menjalankan seluruh kegiatan administrasi perpajakan.Seksi Waskon 





seluruh tugas-tugas pada Seksi Waskon dan Kasi Waskon dibantu oleh 
Account Representative. Tugas Account Representative adalah 
melaksanakan tugas-tugas teknis pada Seksi Waskon seperti : 
1) Memberikan penjelasan tentang kegiatan administrasi perpajakan 
yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak; 
2) Menjadi tempat konsultasi Wajib Pajak; 
3) Membuat surat teguran, surat ucapan terima kasih, surat 
pemberitahuan kepada Wajib Pajak, dan surat lainnya; 
4) Memeriksa SPT yang disampaikan Wajib Pajak; 
5) Mendisposisikan surat-surat, seperti surat masuk dan surat keluar; 
6) Memberikan aturan kepada Wajib Pajak untuk menghitung pajak 
dan mengisi SPT; 
7) Membuat data base Wajib Pajak. 
Seksi Waskon pada KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih dibagi 
menjadi 4 (empat) bagian : 
1) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 
2) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 
3) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 
4) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 
Pada prinsipnya tugas dari setiap Seksi Waskon adalah sama dan 
yang membedakan hanyalah pembagian wilayah kerjanya. Hal ini 
diberlakukan dengan tujuan untuk mempermudah tugas dan fungsi KPP 





c. Pemeriksaan dan Penagihan Perpajakan 
Seksi Pemeriksaan memiliki tugas : 
1) Pemantauan dan penatausahaan SPT Masa PPN dan PPnBM; 
2) Penerima, penatausahaan dan pengecekan SPT PPN, PPnBM dan 
Pajak Tidak Langsung lainnya; 
3) Menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan 
kepatuhan SPT Masa PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung 
lainnya; 
4) Megkonfimasikan faktur pajak; 
5) Verifikasi atas SPT Masa PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung 
lainnya PKP tidak terdaftar dan tidak memasukan SPT Masa. 
Seksi penagihan bertugas melakukan penatausahaan piutang pajak, 
penagihan, penundaan dan angsuran serta pembuatan usulan 














PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Selama menjalani pelaksanaan PKL di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih, 
praktikan ditempatkan pada Seksi Pelayanan dan Seksi PDI. Masing-masing Seksi 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang menjadi supervisor dalam menjalankan 
fungsinya. Bidang kerja yang dilaksanakan Seksi Pelayanan dan Seksi PDI jelas 
berbeda, namun tetap berkesinambungan mulai dari penerimaan SPT 
Tahunan/Masa di Seksi Pelayanan melalui petugas TPT sampai SPT 
Tahunan/Masa tersebut akan direkap dalam aplikasi SIDJP (Sistem Infomasi 
Direktorat Jendral Pajak) di Seksi PDI yang akan diteruskan pada Seksi lainnya 
sesuai dengan prosedur yang ada. 
Penjabaran bidang kerja masing-masing Seksi adalah: 
1. Seksi Pelayanan 
a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 
b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan; 
c. Penerimaan dan pengolahan SPT, serta penerimaan surat lainnya; 
d. Penyuluhan perpajakan; 
e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. 
2. Seksi PDI 
a. Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data; 





c. Perekaman dokumen perpajakan; 
d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan; 
e. Pengalokasian PBB dan BPHTB; 
f. Pelayanan dukungan teknis komputer; 
g. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing; 
h. Pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG; 
i. Penyiapan laporan kinerja. 
Praktikan dibimbing oleh pelaksana masing-masing Seksi untuk melakukan 
pekerjaan sesuai standar prosedur operasi (SOP) yang diterapkan oleh Direktorat 
Jendral Pajak. Selama melaksanakan PKL, Praktikan diizinkan untuk 
menggunakan fasilitas yang ada, seperti: alat tulis kantor, komputer, dan printer 
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan PKL. 
Adapun bidang pekerjaan yang dilaksanakan oleh praktikan di KPP Pratama 
Jakarta Cempaka Putih, antara lain: 
1. Pelayanan Wajib Pajak untuk pembuatan NPWP dan pengukuhan 
Pengusaha Wajib Pajak (PKP); 
2. Pelayanan penerimaan laporan SPT Masa PPh, PPN dan SKP; 
3. Pembuatan STP SPT kurang bayar; 
4. Perekaman SPT PPh Pasal 21 untuk Orang Pribadi 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
 Dalam menjalankan tugas-tugas di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih, 





dokumen yang dikerjakan. Praktikan dituntut untuk memiliki ketelitian dan 
pemahaman yang cukup dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 
 Pelasanaan PKL dilakukan selama 42 hari terhitung dari tanggal 4 Juni 2015 
s.d 31 Juli 2015.Kegiatan ini dilaksanakan selama hari kerja senin s.d jumat yang 
setiap harinya dimulai pada pukul 08.00 s.d 17.00 WIB.Dikarenakan praktikan 
melakukan praktik bertepatan pada bulan Ramadhan, sehingga jam kerja yang 
berlaku dimulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB. 
 Pada hari pertama kerja, praktikan diperkenalkan pada setiap Seksi yang ada 
di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih yang dibimbing oleh pelaksana Sub 
Bagian Umum. Praktikan dijelaskan prosedur jam kantor dan seragam yang 
digunakan sehari-hari. Selanjutnya praktikan diantar untuk penghadap Ketua 
Seksi Pelayanan dan Ketua Seksi PDI untuk dijelaskan bidang pekerjaan yang 
akan diberikan kepada praktikan. Setelah paham dengan beberapa penjelasan, 
praktikan kemudian diberi beberapa pekerjaan yang akan dilakukan setiap harinya 
selama tiga puluh tujuh hari kedepan yaitu : 
1. Melakukan Pelayanan kepada Wajib Pajak untuk pembuatan NPWP 
dan pengukuhan sebagai PKP 
 Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP merupakan permintaan untuk 
menjadi Wajib Pajak sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan 
kewajiban perpajakan.setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratakn 
subjektif dan objektif sesuai dengan  ketentuan peraturan Undang-undang 





tempat tinggal atau tempat kedudukan  Wajib Pajak dan kepadanya diberikan 
NPWP. 
 Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk 
mendapatkan NPWP adalah sebagai berikut: 
a. Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: 
1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia. 
2) fotocopy paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili 
dari yang bersangkutan bagi orang asing. 
b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: 
1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia. 
2) fotocopy paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili 
dari yang bersangkutan bagi orang asing. 
3) Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau usaha pekerjaan bebas 
dari Wajib Pajak. 
c. Wajib Pajak Badan 
1) Fotocopy akte pendirian dan perubahannya atau surat keterangan 
penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. 
2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Indonesia, atau Paspor ditambah 
surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi 
orang asing, dari salah satu pengurus aktif. 







d. Bendaharawan sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong 
1) Fotocopy surat penunjukan sebagai bendaharawan. 
2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bendaharawan, 
e. Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong 
1) Fotocopy Perjanjuan Kerjasama sebagai Joint Operation 
2) Fotocopy NPWP masing-masing angora Joint Operation 
3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau 
Paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisi dari yang 
bersangkuran bagi orang asing dan salah seorang pengurus joint 
operation. 
 Bagi perusahaan berstatus cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau 
wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotocopy Surat Keterangan 
Terdaftar Kantor Pusat/domisili/suami. Apabila permohonan ditandatangani 
oleh orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus. 
 Apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan 
kewajibannya untuk mendaftarkan diri atau mendapatkan NPWP atau untuk 
dikukuhkan sebagai PKP, maka Direktur Jendra Pajak akan menerbitkan 
NPWP dan mengukuhkan PKP secara jabatan. Namun demikian, kewajiban 
perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan NPWP dan yang dikukuhkan 
sebagai PKP sceara jabaran dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi 
persyaratan subjektif dan objektif dan paling lama 5 (lima) tahun sebelum 





 Dalam melaksanakan tugas menjadi petugas TPT, praktikan melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
1) Praktikan akan meneliti kelengkapan pengisian data pada formulir 
pendaftaran dan lampiran yang diserahkan oleh Wajib Pajak. 
2) Membuka program Internet Explorer pada komputer TPT dengan 
memasukan alamat http://ereg/dashboard/pendaftaran/ pada kolom 
address. Dapat dilihat pada lampiran 9. 
3) Setelah masuk ke alamat yang dituju, akan tertera halaman untuk petugas 
melakukan registrasi dengan memasukan username dan password. 
4) Setelah register pada halam pertama, praktikan akan memilih menu 
pendaftaran Wajib Pajak pada pilihan Internet. 
5) Halaman yang terbuka adalah untuk pengisian data wajib pajak, 
praktikan memasukan data Wajib Pajak dengan lengkap sesuai dengan 
pemohon Wajib Pajak. 
6) Setelahnya praktikan akan  membuka menu Validasi, yang akan 
mencocokan KTP domisili Wajib Pajak, apakah Wajib Pajak tersebut 
sudah pernah melakukan pendaftaran NPWP sebelumnya. 
7) Setelah itu data akan disimpan dan dicetak lembar Bukti Penerimaan 
Surat (BPS) yang diserahkan kepada Wajib Pajak dan Lembar 
Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) terdapat pada lampiran 13, yang 






 Pengukuhan PKP ini dapat ditolak jika terjadi adanya ketidak sesuai dari 
data yang dilaporkan dengan penelitian lapangan yang dilakukan. Praktikan 
diajak untuk mengikuti penelitian lapangan beberapa kali untuk mengetahui 
proses apa saja yang dilakukan. Pengecekan data dilakukan dengan melihat 
alamat yang sesuai, foto bangunan, dan kegiatan harian yang dilakukan. 
 Setelah tugas yang dijalankan pada TPT selesai, praktikan membuat 
perekaman data Wajib Pajak yang mendaftar pada excel daftar nominatife 
(Lampiran 10) selanjutnya akan dibuat Surat Keterangan Terdaftar (SKT)  
data dapat dilihar pada lampiran 11 dalam 2 (dua) rangkap : 
 Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak 
 Lembar ke-2 : untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak 
 Hasil jadi Kartu NPWP dan penerimaan pengukuhan PKP akan diberikan 
kepada Wajib Pajak melalui pengiriman pos oleh Sub Bagian Umum sesuai 
dengan SOP penyampaian dokumen pada KPP. 
 
2. Melakukan penerimaan SPT Masa PPh, PPN dan SKP 
 Penerimaan SPT Masa PPh, PPN dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat 
dilakukan melalui pengiriman pos ke KPP atau juga diterima langsung dari 
Wajib Pajak atau PKP kepada petugas TPT. SPT yang di laporkan adalah 
SPT Masa PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4(2), PPh 25, PPN dan SKP. Petugas 
TPT akan mengecek kelengkapan dari laporan SPT yang dilaporkan. 
 Apabila petugas TPT menemukan ketidaklengkapan dalam pengisian 





SPT tersebut. Jika laporan SPT Masa tersebut dikirim melalui pos, maka 
penolakan akan disertai surat penolakan SPT Tahunan. 
 Selanjutnya praktikan mempunyai tugas yang diberikan sebagai petugas 
TPT adalah menerima langsung laporan SPT Masa dari Wajib Pajak dan 
merekamnya pada aplikasi SIDJP. 
 Dalam melakukan tugas yang diberikan, praktikan melakukan hal-hal 
sebagai berikut: 
1) Membuka program Internet Explorer pada komputer TPT dengan 
memasukan alamat SIDJP pada kolom address. 
2) Memasukan username dan password untuk membuka alamat SIDJP 
tersebut untuk mebuka aplikasi TPT. 
3) Pilih menu pelayanan, setelah itu pilih pelaporan SPT Manual atau Auto 
Uploader eSPT. Sebelum melaksanakan perekaman SPT, terlebih dahulu 
harus diperiksa kelengkapan datanya seperti tanggal, bulan dan tahun 
Masa Pajaknya; 
4) Memeriksa apakah data pribadi dari Wajib Pajak yang melaporkan SPT 
Masa tersebut sudah lengkap; 
5) Memeriksa apakah SPT Masa tersebut Lebih Bayar (LB), Kurang Bayar 
(KB), atau NIHIL; 
6) Untuk eSPT, Wajib Pajak akan memberikan flashdisk/cd yang berisikan 
sebuah file dengan format .csv dan setelahnya akan langsung otomatis 





7) Untuk SPT Manual, praktikan akan memasukan data tanggal pelaporan, 
NPWP, jenis SPT, Masa Pajak, dan tanggal bayar sesuai yang tertera 
pada lembar SPT (Lampiran 17); 
8) Setelah itu data akan disimpan dan dicetak lembar BPS yang diserahkan 
kepada Wajib Pajak dan LPAD yang akan digabungkan dengan formulir 
pendaftaran diteruskan pada pembimbing PKL. 
 Penerimaan laporan SPT Masa pada TPT akan diteruskan kepada 
pelaksana Seksi Pelayanan dengan lampiran LPAD untuk diolah kembali. 
Sebelumnya pelaksana akan meregister SPT Masa setiap harinya sebelum jam 
kerja selesai dan akan dipilah keesokan harinya. Praktikan mendapat tugas 
setiap harinya untuk meregister SPT apa saja yang masuk.  
 SPT Masa yang telah diregister akan diteruskan kembali ke beberapa Seksi 
tergantung pengolahan SPT Masa tersebut. Untuk SPT Masa PPh 22, PPh 23 
dan PPh 4(2) akan diserahkan kepada Seksi Pengolahan Data dan Informasi. 
Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi akan mencocokan kebenaran 
fisik SPT Masa apakah telah sesuai dengan isi batch header, merekam SPT 
Masa lengkap dan mengirimkan kembali SPT Masa yang telah direkam ke 
Seksi Pelayanan.  
 Pelaksana Seksi Pelayanan menerima SPT yang sudah direkam dari 
pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan menatausahakan SPT 
Masa.SPT Masa LB yang meminta pengembalian dikirim ke Seksi 





 SKP yang diterima oleh petugas TPT, akan langsung dikirim ke Seksi 
penagihan untuk pengecekan data dan pembuatan STP kepada Wajib Pajak 
yang menyatakan SKP Kurang Bayar (KB). 
 Tugas yang diberikan untuk meregister SPT Masa yang diberi harian, 
praktikan melakukan hal-hal sebagai berikut : 
1) Membuka program Internet Explorer pada komputer TPT dengan 
memasukan alamat SIDJP pada kolom address; 
2) Memasukan username dan password untuk membuka alamat SIDJP 
tersebut untuk mebuka aplikasi TPT; 
3) Pilih menu administrasi, setelah itu pilih register harian; 
4) Praktikan akan mengecek kebenaran data SPT yang masuk perharinya 
(Lampiran 17); 
5) Setelah itu akan disimpan, dan hasil register akan diprint untuk bukti SPT 
Masa yang akan diteruskan ke pembimbing PKL untuk ditindak lanjuti 
(Lampiran 18). 
 
3. Melakukan pembuatan Surat Tagihan Pajak SPT kurang bayar  
 STP SPT kurang bayar diterbitkan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau 
Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan Jumlah Pajak yang masih 






 Semua data daftar nominatif pengantar SKP/STP/STB berserta 
ketetapannya bersumber dari Pelaksana Seksi Penagihan setelah diteliti dan 
disetujui oleh Seksi Pengawasan dan konsultasi untuk di teruskan oleh Seksi 
Pelayanan. 
 Adapun tugas yang diberikan kepada praktikan adalah pembuatan surat 
tagihan pajak yang tertuju untuk Wajib hal-hal yang dilakukan sebagai 
berikut : 
1) Meneliti surat setoran pajak (SSP) lembar ke-2, lembar ke-3 dan SSTP 
yang disampaikan dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Lampiran 
12); 
2) Praktikan menyusun daftar pengantar dalam berkas penagihan melalui 
excel berdasarkan jenis pajak, pertahun pajak dan per tahun terbit 
(Lampiran 14); 
3) Praktikan selanjutnya membuat catatan pada kartu penagihan;  
4) Setelah itu, praktikan akan memasukan perhitungan SPT kurang bayar 
sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan dalam STP dengan 
format yang ada (Lampiran 15); 
5) Setelah itu simpan dan print untuk dikirim via pos kepada Wajib Pajak 









4. Melakukan perekaman SPT PPh pasal 21 untuk orang pribadi 
 Berdasarsarkan surat keputusan Direktorat Jendral Pajak No. Kep. -
49/PJ/2003 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan SPT tahunan atas 
pajak penghasilan, bahwa setiap SPT lengkap yang diterima dari Wajib Pajak 
harus diproses dalam sistem aplikasi komputer Direktorat Jendral Pajak yaitu 
melalui proses pengolahan yang meliputi serangkaian kegiatan penelitian, 
validasi dan perekaman/loading SPT. Perekaman sendiri adalah kegiatan 
memasukan elemen-elemen SPT yang sudah valid kedalam Sitem Infomasi 
Direktorat Jendral Pajak (SIDJP). 
 Adapun langkah-langkah secara teknis dalam melaksanakan tugas di Seksi 
PDI adalah sebagai berikut: 
1) Sebelum melaksanakan perekaman SPT, terlebih dahulu harus diperiksa 
kelengkapan datanya seperti tanggal, bulan dan tahun Masa Pajaknya; 
2) Memeriksa apakah data pribadi dari Wajib Pajak yang melaporkan SPT 
Masa tersebut sudah lengkap; 
3) Memeriksa apakah SPT Masa tersebut Lebih Bayar (LB), Kurang Bayar 
(KB), atau NIHIL; 
4) Memeriksa apakah SPT Masa tersebut sudah e-SPT atau belum; 
5) Apabila sudah diperiksa dan datanya sudah lengkap, selanjutnya SPT 
Masa tersebut siap direkam kedalam aplikasi SIDJP menu master file; 
6) Setelah selesai merekam seluruh elemen-elemen yang terdapat dalam 
SPT Masa sesuai dengan nomor urutannya, selanjutnya diserahkan ke 






C. Kendala yang Dihadapi 
 Dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam bidang apapun pasti terdapat 
kendala yang dihadapi.Tidak terkecuali dalam pelaksanaan PKL di KPP Pratama 
Jakarta Cempaka Putih pada Seksi Pelayanan dan Seksi Penagihan.Terlebih 
praktikan merupakan mahasiswa yang belum memiliki pengalaman kerja yang 
cukup. 
 Adapun kendala yang dihadapi oleh praktikan selama melakukan PKL 
adalah : 
1. Pada awalnya Praktikan melaksanakan PKL, Praktikan merasa asing dengan 
lingkungan yang ada di sekitar. Selain itu, praktikan merasa khawatir dan 
penasaran dengan apa pekerjaan  yang akan praktikan dapatkan nanti, dan 
bagaimana cara mengerjakannya. 
2. Praktikan mengalami kendala kesulitan untuk mengetahui istilah-istilah yang 
digunakan dalam beberapa perekaman data perpajakan di KPP Pratama 
Jakarta Cempaka Putih. 
3. Pengaplikasian komputer petugas TPT dan aplikasi SIDJP membuat 
praktikan kesulitan dan melakukan kesalahan karena belum terbiasa. 
4. Praktikan kesulitan dalam mencari data Wajib Pajak pada data master file 
pada Seksi PDI, walaupun peraturan perpajakan adalah menyimpan data 
Wajib Pajak 10 tahun untuk proses pemeriksaan; 
5. Banyaknya SPT yang masuk setiap harinya untuk proses pengolahan data 







D. Cara Mengatasi Kendala 
 Dengan kendala yang dihadapi, praktikan melakukan hal-hal untuk 
meminimalisir kendala tersebut dengan cara-cara sebagai berikut : 
1. Praktikan untuk menjadi diri sendiri agar lebih nyaman dalam hal 
menjalankan tugas yang diberikan dengan berpikir positif dan mencoba 
berkomukasi dengan pegawai kantor agar lebih beradaptasi dengan 
lingkungan baru. 
2. Praktikan meminta bantuan kepada pegawai lainnya untuk dibimbing lebih 
lanjut tentang istilah-istilah dan teknis kerja, agar pekerjaan yang 
dilaksanakan berjalan dengan baik. 
3. Praktikan mengkoordinasikan kepada pembimbing PKLcara pengaplikasian 
komputer agar tidak terjadi kesalahan. 
4. Sebelum diberikan kepada pembimbing PKL untuk ditindak lanjuti ke 
prosedur berikutnya, praktikan melakukan pengecekan dengan teliti terhadap 










Program PKL merupakan salah satu bentuk pengenalan mahasiswa sebagai 
calon sarjana yang berintelektual cerdas dengan dunia kerja yang dihadapi, yang 
kemudian diharapkan akan mampu menciptakan usaha baru. Dengan demikian 
antara perguruan tinggi dan instansi/perusahaan pengguna lulusan perguruan 
tinggi akan terjadi jalinan hubungan yang berarti terciptanya keterkaitan dan 
kesepadanan antara pendidikan dengan pembangunan pada umumnya dengan 
dunia kerja, usaha serta aktifitas pembangunan lainnya. Dalam melaksanakan 
program PKL, mahasiswa juga harus berperan aktif dalam berbagai kegiatan pada 
instansi dimana ditempatkan. 
Dalam hal ini praktikan melaksanakan program PKL di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih dapat disimpulkan, antara lain: 
1. Praktikan ditempatkan pada Seksi Pelayanan dan Seksi PDI untuk 
melaksanakan tugas yang diberikan yaitu melakukan prosedur penerimaan 
dan merekam SPT Masa yang disampaikan Wajib Pajak; 
2. Praktikan melakukan pembuatan NPWP dan mengetahui kewajiban 
perpajakan secara detail yang wajib dijalankan Wajib Padak yang sudah 
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif; 
3. Praktikan mempelajari peraturan-peraturan yang dibuat oleh Direktorat 
Jendral Pajak demi tercapainya tujuan pemerintah untuk meningkatkan 





4. Praktikan memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang menggunakan 
aplikasi SIDJP; 
5. Program PKL yang dilaksakan praktikan sangat melatih mental serta 
dorongan untuk berdisiplin dalam kerja yang professional, sehingga praktikan 
dapat menyiapkan diri untuk terjun lanjung ke dunia kerja; 
6. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih kepercayaan, 
kerjasama, komunikasi dan saling pengertian diantara karyawan dengan 
pimpinan sangat diharapkan demi tercapainya visi dan misi yang ada. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini adalah saran yang bisa praktikan 
berikan dalam pelaksanakan program PKL, yaitu: 
1. Bagi mahasiswa 
a. Perlu diperhatikan mengenai tahap perencanaan sebelum melaksanakan 
PKL seperti memastikan tempat pelaksaan PKL dan kelengkapan 
administrasi; 
b.  Perlu diperhatikan pula bidang yang akan ditempatkan selama 
pelaksanaan PKL sesuai dengan bidang kuliah yang sedang diperlajari 
agar tidak menyulitkan mahasiswa pada masa pelaksanaan PKL; 
c. Mahasiswa harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar 








2. Bagi Universitas 
a. Universitas lebih menjalin hubungan baik dengan instansi, lembaga dan 
perusahaan yang dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan 
mahasiswa yang akan melaksanakan program PKL; 
b. Meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh 
khususnya pada tahap persiapan PKL. 
 
3. Bagi Instansi/Perusahaan 
a. Meningkatkan nilai integritas baik kepada sesame karyawan, satuan kerja 
perusahaan, lingkungan, serta masyarakat sekitar perusahaan; 
b. Memperbaiki sistem yang sudah ada untuk menunjang proses 
pemeriksaan data Wajib Pajak pada program master file  yang terdapat di 
Seksi PDI; 
c. Memberikan kepercayaan kepada praktikan karena dengan kepercayaan 
praktikan dapat menunjukan potensi yang dimiliki; 
d. Kedisiplinan untuk para pegawai perlu ditingkatkan; 
e. Seorang pegawai yang baik haruslah professional dalam bekerja, 
memiliki jiwa disiplin, teliti dan mau bekerja sama dengan baik; 
f. Jaringan komputer harus lebih ditingkatkan agar dalam penerimaan 
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